
Salinan 

BUPATIBOJONEGORO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 25 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 55 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

Meni.mbang 

Mengingat 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

a. bahwa dengan adanya penyampaian Bantuan Keuangan 

Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dana 

Alokasi Umum Tambahan, Dana Alokasi Khusus dan 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Pemerintah 

Pusat maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana 

telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan 

Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2019, maka dalam 

pelaksanaannya perlu disesuaikan yang mendasarkan 

pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5515); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2018; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
sebagamana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2010 Nomor 16); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 
Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 
Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 
Nomor 5); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 
11 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 11); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 2 1); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2017 Nomor 9); 

39. Peraturan J:?aerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 7); 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2); 

41. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah 
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah 

diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 

Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 15) 

diadakan perubahan sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Penjabaran Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Bojonegoro Tahun Anggaran 2019 dirinci sebagai berikut : 
1. Pendapatan Daerah : 

a. Semula 
b. Bertambah 

Jumlah Pendapatan Daerah 
setelah Perubahan 

2. Belanja : 

Rp. 
Rp. 

c. Semula Rp. 
d. Bertambah Rp. 
Jumlah Belaltja aetelah Perubahan 
Surplua (defiait) setelah perubahan 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan : 

1) SemuJa 
2) Bertambah 

Jumlah Penerlmaan Setelah 
Peruhahan 

Rp. 
Rp. 

4.630.273.426.880, 16 
16.487.983.500,00 

Rp. 4.646.761.410.380,16 

4.793.138.737.980,16 
16.487.983.500,00 

Rp. 4.809.626.721.480,16 
(Rp. 162.865.311.100,00) 

162.865.311.100,00 
00,00 

Rp. 162.865.311.100,00 



b. Pengeluaraan : 
1) Semula Rp. 
2) (Berkurang) Rp. 
Jumlah Pengeluaraan Setelah 
Perubahan 
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00,00 
00,00 

Rp. 00,00 

Jumlah Pemblayaan Netto 
Setelah Perubahan 

Rp. 162.865.3 11. 100,00 

Sba leblh Pemblayaan AJicgaran 
Setelah Perubahan 

Rp. 00,00 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Uraian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019; 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Bojonegoro. 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 2 1 Juni 2019 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 2 1 Juni 2019 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

Dr. Hj. ANNA MU'AWANAH 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

YAYAN ROHMAN, A.P., M.M. 

DERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 25. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIS 1~ BOJONEGORO 

YAYAN ROHMAN, A.P . • M.M. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19740403 199403 1 003 


